PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012

Menimbang

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan

pengelolaan  pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berwenang memungut Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan,;

bahwa dengan telah terbentuknya Rumah Sakit Khusus
Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan maka terhadap
pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Rumah
Sakit tersebut dapat dipungut retribusi;

bahwa Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf b belum diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha;
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Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan :
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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB Il Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf
yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAaB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan
menggunakan /memanfaatkan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang

belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/
Villa/ Mess;

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

2. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab
yaitu BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :
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